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PUTUSAN
Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Tng
) )‘3’5/3&—#5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, xxxx, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
dulu bertempat Tinggal sesuai KTP xxx
XXXXXXXXK . XXXXXXKX, XHXXXKXXXK XXXXXXKXK, XXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX. Namun saat ini
berdomisili di Jalan XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXKXXXKK XXXXXKXX, XXXX XXXXXXKXX, XXXXXXXX
XXXXXX, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

xxxX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, xxxx, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di xxxx X,
XHXXXXXXX XXXXXXKK, XKXK XXXXXXXXK, XXXXXXKXK
XXxxxx, sebagai TERGUGAT ;
PENGADILAN AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor
1947/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 18 Januari 2013, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, xxxx
XXXXXXXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 18
Januari 2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di Kontrakan yang beralamat di Kampung
Gondrong RT. 003 RW. 001 XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXX XXXXKKXXXXK, XXXXXXXK XXXXXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 xxxx Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal xxxx
3.2 XxxX, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal xxxx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan
September 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, disebabkan :
4.1 Bahwa Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita
idaman lain yang telah diketahui oleh Penggugat melalui chattingan
di sosial media melalui Handphone Tergugat;
4.2 Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga sering
pulang larut malam dan jarang berada di rumah;
4.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memeberikan nafkah lahir dan
batin kepada Penggugat sejak Tahun 2020 sehingga yang
memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari adalah
Penggugat;
4.4 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti
perasaan Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam
Penggugat untuk tidak mengakui bahwa Penggugat adalah Ibu
yang melahirkan anak-anak;
4.5 Bahwa Tergugat pernah mendorong dan menendang

Penggugat ketika terjadi Percekcokan;
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4.6 Bahwa Tergugat memiliki sifat malas sehingga sering
bermain Bersama teman-teman daripada bekerja;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei 2020, yang
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir,
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat
itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir
bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat
lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
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atau kuasa hukumnya, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam
sidang, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan yang
berlaku, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan
yang sah ;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat;

1. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama

xxxx dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxxxxx (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 18 Januari

2013, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Xxxx

XXXXXXXXX, Banten, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi-saksi ;

1. SAKSI 1 umur 60 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri,
menikah pada Tahun 2013, setelah menikah tinggal bersama di
Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten,
sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
-Bahwa sejak bulan September 2013 lalu keadaan rumah tangganya
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
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-Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan sering mendengar keluh kesah dari Penggugat
mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun tersebut ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pernah menjalin
hubungan dengan wanita lain, sering mabuk, tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada
Penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 lalu penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat ;

2, SAKSI 2 , umur 51 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri,
menikah pada Tahun 2013, setelah menikah tinggal bersama di
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Cipondoh, XxxX XXXXXXXxX, Banten,
sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
-Bahwa sejak bulan September 2013 lalu keadaan rumah tangganya
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
-Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan sering mendengar keluh kesah dari Penggugat
mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun tersebut ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pernah menjalin
hubungan dengan wanita lain, sering mabuk, tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada

Penggugat dan sering berkata kasar;
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- Bahwa pada bulan Mei 2020 lalu penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap
pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi
keputusan.;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya
sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dua kali secara resmi
dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu berdasarkan
Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan
perkara a quo lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi
sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar
pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannyan bahwa sejak
bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam
posita angka 4 surat gugatan Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2020
dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak
berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal; untuk itu Majelis
mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya
dua unsur, yaitu pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, dan kedua, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal
dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk
mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu
kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal
dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat yang berada di wilayah Kota Tangerang, berdasarkan Pasal 165
HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama
Tangerang sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR jo Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah
terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, xxxx Xxxxxxxxx, Banten pada tanggal 18
Januari 2013, berdasarkan Pasal 165 HIR. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya
gugatannya mempunyai dasar hukum dan Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan (persona standi in judicio) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, berasal
dari keluarga Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum
memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan yang
disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan
pendengarannya sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat 1 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas,
keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya,
penyebabnya karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain,
sering mabuk dan tidak memberikan nafkah, sering berkata kasar dan sering

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi
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Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana
dimaksud Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling
bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR., oleh
karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-
fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,

menikah tanggal 18 Januari 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

- Bahwa sejak bulan September 2013 yang lalu kehidupan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat pernah

menjalin hubungan dengan wanita lain, sering mabuk, tidak memberikan

nafkah, sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik
kepada Penggugat ;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 lalu Penggugat keluar meninggalkan

Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan

kewajiban layaknya suami isteri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun

tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih

terikat perkawinan yang sah;

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berhubungan

badan (ba’'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
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- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hokum tersebut telah memenuhi norma
hokum Islam yang terkandung dalam kaedah figh yang diambil sebagai
pendapat majelis hakim ;

o Laall > (e poio awwlaall 15
Artinya ; Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan dari menarik
kemaslahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan
hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka
berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan

adalah talak satu bain shugra ;
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Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan
berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap

Penggugat (Xxxx);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar
1445 Hijriah oleh Drs. H. BADRUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.
RIZAL, S.H., M.H. dan Drs. MUHYAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan MUSTAINAH, S.Pd.l, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. BADRUDDIN, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. RIZAL, S.H., M.H. Drs. MUHYAR, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

MUSTAINAH, S.Pd.l, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses: Rp. 75.000,00
- Panggilan  : Rp. 450.000,00
- PNBP Panggilan  : Rp. 20.000,00
- Redaksi: Rp. 10.000,00
- Meterai: Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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